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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMAS1 BIROKRASI, 

Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang 
diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor 
dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
profesi dan tuntutan kompetensi Pemeriksa di lingkungan Badan 

Pemeriksa Keuangan saat ini; 

b. bahwa sehubungan dengan ha1 tersebut, dipandang perlu mengatur 
Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

. Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 3890); 



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2006 Nomor 4654); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 

PemberhentianlPemberhentian Sementara Pegawai Negeri 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fl~ngsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5121); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4332); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4192); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 41 93); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan tembaran 
Negara Republik lndonesia 401 9); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 51 35); 

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

Memperhatikan : 1. Usul Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya. Nomor: 
65/S/I-X11/06/2010 tanggal 18 Juni 2010; 

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan 
suratnya Nomor K.26-30N.235-8/93 tanggal 12 Agustus 2010; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 
PEMERIKSA DAN ANGKA KREDITNYA. 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, 
adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945. 



Jabatan Fungsional Pemeriksa adalah jabatan yang mempunyai 

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK. 

Pemeriksa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Pengendali Mutu adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan 

tanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan dan disandang 

oleh Pemeriksa Madya atau Pemeriksa Utama. 

Pengendali Tekr~is adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa 

dengan tanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pemeriksaan 
dan disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya. 

Ketua Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa 

dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas 

pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi serta disandang oleh 
Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya. 

Ketua Tim Yunior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa 

dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas 

pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh 

Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda. 

Anggota Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa 

dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan 

kompleksitas tinggi dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau 

Pemeriksa Muda. 

Anggota Tim Yunior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa 

dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan 

kompleksitas rendah dan disandang oleh Pemeriksa Pertama. 

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan 

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 

kebenaran, kecerrnatan, kredibilitas, dan keandalan informasi 

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 



1 1. Penilaian kinerja Pemeriksa adalah penilaian atas pelaksanaan 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa sesuai dengan sistem 

manajemen kinerja yang berlaku di lingkungan BPK. 

12. Tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah adalah 
kegiatan dalam suatu penugasan pemeriksaan yang memerlukan 
analisis dan pertimbangan profesional terhadap entitas 

pemeriksaan yang lebih kecil, danlatau anggaran yang lebih 
rendah, danlatau pertimbangan risiko yang lebih rendah. 

13. Tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi adalah 
kegiatan dalam suatu penugasan pemeriksaan yang memerlukan 
analisis dan pertimbangan profesional terhadap entitas 
perneriksaan yang lebih besar, danlatau anggaran yang lebih 
besar, danlatau pertimbangan risiko yang lebih tinggi. 

14. Tim Pertilai Angka Kredit Pemeriksa, yang selanjutnya disebut Tim 
Penilai Pemeriksa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa. 

15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dicapai oleh Pemeriksa 
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 

16. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. 

BAB I1 

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 

Pasal2 

Jabatan Fungsional Pemeriksa termasuk dalam rumpun jabatan 
akuntan dan anggaran. 

Pasal3 

(I) Jabatan Fungsional Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis di bidang pemeriksaan di lingkungan BPK. 

(2) Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh 
seseorang yang telah berstatus PNS. 

(3) Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada pimpinan satuan kerja bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan organisasi dan tata kerja pelaksana BPK. 



(I) Tugas pokok Perneriksa adalah melakukan kegiatan yang meliputi 

penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan 

perneriksaan, pelaksanaan perneriksaan, pelaporan hasil 

perneriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi 

pemeriksaan dan pemantauan kerugian negaratdaerah. 

(2) Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I), Perneriksa harus mendapatkan penugasan secara tertulis 

dari pirnpinan satuan kerja yang bersangkutan. 

BAB Ill 

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 

(1) lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa adalah BPK. 

(2) lnstansi Pembina sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib 

melaksanakan tugas pernbinaan, antara lain rneliputi: 

a. penyusunan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Pemeriksa; 

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Pemeriksa; 

c. penyusunan pedoman forrnasi Jabatan Fungsional Pemeriksa 

dan peran; 

d. penyusunan dan penetapan standar kompetensi Pemeriksa; 

e. pengusulan tunjangan dan batas usia pensiun Jabatan 

Fungsional Perneriksa; 

f. sosialisasi Jabatan Fungsional Perneriksa; 

g. penetapan kebijakanlpembinaan pendidikan dan pelatihan 

(diklat) fungsional meliputi penyusunan pedoman diklat, 

pengembangan kurikulurn diklat, bimbingan dan koordinasi 

penyelenggaraan serta evaluasi diklat; 

h. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa; 

i. penyelenggaraan sertifikasi peran; dan 

j. moriitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa. 



BAB IV 

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Unsur dan sub unsur kegiatan Pemeriksa yang dapat dinilai angka 

kreditnya, terdiri dari: 

a. Pendidikan, meliputi: 

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelarlijazah; 

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan 
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 

Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 

3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan. 

b. Pemeriksaan, meliputi: 

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP); 

2. Perencanaan Pemeriksaan; 

3. Pelaksanaan Pemeriksaan; 

4. Pelaporan Hasil Pemeriksaan; 

5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; 

6. Evaluasi Pemeriksaan; dan 

7. Pemantauan Kerugian NegaralDaerah. 

c. Pengembangan Profesi Pemeriksaan, meliputi: 

1. Pembuatan karya tulislkarya ilmiah di bidang pemeriksaan; 

2. Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di 
bidang pemeriksaan; 

3. Bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannyaltutorial 
profesi; 

4. Kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan; 
dan 

5. Partisipasi dalam pengembangan pedoman, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan. 

d. Penunjang Pemeriksaan, meliputi: 

1. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; 

2. Perolehan penghargaanltanda jasa; 



3. Keparlitiaan pengembangan pemeriksaan danlatau 
kelem bagaan; 

4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pemeriksa; 

5. Pengajar/instrukturlnarasurnber dan penyusunan modl~l  
pendidikan dan pelatihan; 

6. Keanggotaan dalam organisasi profesi; 

7. Peran serta dalam seminarilokakarya di bidang pemeriksaan; 

8. Penyusunanipemutakhiran dan reviu Database Entitas 

Pemeriksaan (DEP); 

9. Penelaahan hasil pengaduan masyarakat; 

10. Pendamping konsultan daniatau pimpinan, pejabat BPK terkait 
dengan pengembangan pemeriksaan danlatau kelembagaan; 

11. Penyiapan bahan daniatau pemberian keterangan ahli dalam 
peradilan kasus pemeriksaan; dan 

12. Pembuatan laporan berkala. 

BAB V 

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN PERAN 

Pasal7 

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa dari yang paling rendah 
sampai dengan paling tinggi, yaitu: 

a. Pemeriksa Pertama; 

b. Pemeriksa Muda; 

c. Pemeriksa Madya; dan 

d. Pemeriksa Utama. 

(2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pemeriksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: 

a. Pemeriksa Pertama: 

1. Penata Muda, golongan ruang Illla; dan 

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. 

b. Pemeriksa Muda: 

1. Penata, golongan ruang Illic; dan 

2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illid. 



c. Pemeriksa Madya: 

1. Pembina, golongan ruang IVIa; 

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang iV/c. 

d. Pemeriksa Utama: 

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang 1VId; dan 

2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e. 

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pemeriksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan 
jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk 
masing-masing jenjang jabatan. 

(4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa untuk 
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka 
kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang bewenang 
menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan 
pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

Pasal8 

(1) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Pemeriksa menjalankan 
peran tertentu. 

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 

a. Pengendali Mutu; 

b. Pengendali Teknis; 

c. Ketua Tim Senior; 

d. Ketua Tim Yunior; 

e. Anggota Tim Senior; atau 

f. Anggota Tim Yunior. 

(3) Susunan peran dalam Tim Mandiri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditentukan sesuai kebutuhan pemeriksaan. 

(4) Kegiatan peran dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. Pemeriksa Pertama: 

1. Peran sebagai Anggota Tim Yunior; 

2. Peran sebagai Anggota Tim Senior; atau 

3. Peran sebagai Ketua Tim Yunior. 



b. Pemeriksa Muda: 

1. Peran sebagai Anggota Tim Senior; 

2. Peran sebagai Ketua Tim Yunior; 

3. Peran sebagai Ketua Tim Senior; atau 

4. Peran sebagal Pengendali Teknis. 

c. Pemeriksa Madya: 

1. Peran sebagai Ketua Tim Senior; 

2. Peran sebagai Pengendali Teknis; atau 

3. Peran sebagai Pengendali Mutu. 

d. Pemeriksa Utama dengan peran sebagai Pengendali Mutu. 

(5) Pelaksanaan peran Pemeriksa diatur lebih lanjut dalam keputusan 

Sekretaris Jenderal BPK RI. 

BAB VI 

UNSUR DAN RlNClAN KEGIATAN YANG DlNllAl 

DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT 

Pasal9 

(1) Unsur kegiatan yang dinilai. dalam pemberian angka kredit terdiri 

dari: 

a. unsur utama; dan 

b. unsur penunjang. 

(2) Unsur utama terdiri atas: 

a. pendidikan; 

b. pemeriksaan; dan 

c. pengernbangan profesi Pemeriksa. 

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan 

tugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 hunrf d. 

(4) Rincian kegiatan Pemeriksa dan angka kredit masing-masing unsur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 



Pasal 10 

(1) Rincian kegiatan Pemeriksa yang dinilai sesuai dengan jenjang 

jabatannya, sebagai berikut: 

a. Pemeriksa Pertama: 

1. Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan 

RKP; 

2. Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan 

tema pemeriksaan; 

3. Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan 

proposal pemeriksaan; 

4. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP; 

5. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan revisi RKP; 

6. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan tema 

pemeriksaan; 

7. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan proposal 

pemeriksaan; 

8. Melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 

Perwakilan; 

9. Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan 

kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan; 

10. Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan 

kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan; 

11. Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah 

dalam pemeriksaan pendahuluan; 

12. Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi 

dalam pemeriksaan pendahuluan; 

13. Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan 

kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan; 

14. Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan 

kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan; 

15. Melakukan pembahasan atas hasil pengawasan intern; 

16. Melakukan reviu atas LHP terdahulu; 

11 



17. Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah 

dalam pelaksanaan pemeriksaan; 

18. Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi 
dalam pelaksanaan pemeriksaan; 

19. Menyiapkan bahan penyusunan IHPS; 

20. Melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP; 

21. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam 

pemeriksaan dengan kompleksitas rendah; 

22. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam 
pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi; 

23. Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak 
lanjut; 

24. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut; 

25. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut; 

26. Menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti 
kerugian negaraldaerah; dan 

27. Melaksanakan pemantauan proses penyelesaian ganti 
kerugian negaraldaerah. 

b. Pemeriksa Muda: 

1. Menyusun tema pemeriksaan; 

2. Menyusun proposal pemeriksaan; 

3. Menyusun usulan RKP; 

4. Melakukan reviu atas hasil reviu Anggota Tim terhadap 
LHP terdahulu; 

5. Menyusun program pemeriksaan pendahuluan; 

6. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan 
kompleksitas rendah; 

7. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan 
kompleksitas tinggi; 

8. Mengesahkan PKP Anggota Tim untuk tugas-tugas 
pemeriksaan dengan kompleksitas rendah; 

9. Mengesahkan PKP Anggota Tim untuk tugas-tugas 
pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi; 



1O.Mereviu KKP Anggota Tim dalam pemeriksaan 
pendahuluan; 

11. Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan 

kompleksitas rendah; 

12. Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan 
kompleksitas tinggi; 

13. Melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu; 

14. Mereviu hasil pembahasan atas hasil pengawasan intern; 

15. Menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan; 

16. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas 
rendah; 

17. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas 
tinggi; 

18. Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan 
kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk 
pemeriksaan dengan kompleksitas rendah; 

19. Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan 
kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk 
pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi; 

20. Menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti 
kondisi, kriteria, sebab dan akibat; 

21. Menyiapkan usulan konsep rekomendasi BPK; 

22. Menyiapkan konsep surat keluar; 

23. Menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS; 

24. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan 
pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP); 

25. Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari 
entitas yang diperiksa; 

26. Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari 

entitas yang diperiksa; 

27. Membuat penilaian Anggota Tim atas pelaksanaan 
pemeriksaan dengan kompleksitas rendah; 

28. Membuat penilaian Anggota Tim atas pelaksanaan 
pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi; 



29. Memimpin pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian 

negaraldaerah; dan 

30. Menyusun laporan pemantauan ganti kerugian 

negaraldaerah. 

c. Pemeriksa Madya: 

1. Mengusulkan RKP; 

2. Mengusulkan revisi RKP; 

3. Mengusulkan tema pemeriksaan; 

4. Mengusulkan proposal pemeriksaan; 

5. Mengusulkan strategi pemeriksaan; 

6. Mereviu konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Ketua 

Tim; 

7. Mereviu konsep program pemeriksaan pendahuluan dari 

Ketua Tim; 

8. Melakukan supervisi pemeriksaan pendahuluan; 

9. Mereviu KKP ~ n ~ ~ o t a  tim dalam pemeriksaan pendahuluan 

yang telah direviu oleh Ketua Tim; 

10. Mereviu konsep laporan pemeriksaan pendahuluan dari 
Ketua Tim; 

11. Mengendalikan teknis pelaksanaan pemeriksaan; 

12. Mereviu konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah 
bahasa pelaporan; 

13. Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK dari Ketua Tim; 

14. Menyusun konsep Pelaporan lnformasi Rahasia; 

15. Melakukan pembahasan atas usulan konsep rekomendasi 

BPK; 

16. Analisa dan reviu konsep LHP; 

17. Membuat surat keluar; 

18. Menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan 
pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP); 

19. Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari 

entitas yang diperiksa; 



20. Menilai kinerja Ketua Tim; 

21. Melakukan reviu silang (Antar Pengendali Teknis); dan 

22. Mereviu laporan pemantauan ganti kerugian 
negaraldaerah. 

Pemeriksa Utama: 

1. Mereviu RKP; 

2. Mereviu revisi RKP; 

3. Mereviu tema pemeriksaan; 

4. Mereviu proposal pemeriksaan; 

5. Mereviu strategi pemeriksaan; 

6. Mereviu dan menyetujui konsep P2 AKN atau P2 
Perwakilan dari Pengendali Teknis; 

7. Mereviu dan menyetujui konsep program pemeriksaan 
pendahuluan dari Pengendali Teknis; 

8. Mengarahkan pemeriksaan pendahuluan; 

9. Mengarahkan pengumpulan data dan informasi; 

10. Mereviu dan menyetujui konsep laporan pemeriksaan 
pendahuluan dari Pengendali Teknis; 

1 1. Mengendalikan mutu pelaksanaan pemeriksaan; 

12. Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK; 

13. Mereviu kesesuaian LHP dengan Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN); 

14. Mereviu dan menyetujui LHP; 

15. Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban 
tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; 

16. Melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK); 

17. Mereviu konsep pelaporan informasi ra hasia; 

18. Mereviu konsep bahan penyusunan IHPS; 

19. Mereviu laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan 
pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP); 

20. Mereviu dan menyetujui laporan pemantauan ganti 
kerugian negaratdaerah; 

21. Menilai kinerja Pengendali Teknis; dan 

22. Melakukan reviu silang.(Antar Pengendali Mutu). 



(2) Pemeriksa Pertama sampai dengan Pemeriksa Utarna yang 

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang 

tugas Pemeriksa diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

Pasal 11 

Apabila pada suatu satuan kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai 

dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (I), Pemeriksa lain yang berada 1 

(satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya 

dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara 

tertulis dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan. 

Pasal 12 

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pemeriksa yang melaksanakan tugas Pemeriksa 1 (satu) tingkat di 

atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 

sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir 

kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. 

b. Pemeriksa yang melaksanakan tugas Pemeriksa 1 (satu) tingkat di 

bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 

sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir 

kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. 

Pasal 13 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi 

oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional 

Pemeriksa dan kenaikan jabatanlpangkat Pemeriksa adalah 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran 11, Ill, dan IV Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah: 

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal 

dari unsur utama; dan 

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari 

unsur penunjang. 
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(1) Pemeriksa yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit 
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih 
tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk 
kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. 

(2) Pemeriksa yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi 
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa 
pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan 
mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit 
dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 
jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan 
pemeriksaan. 

Pasal 15 

Pemeriksa yang akan naik jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi 
diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan 
profesi sebagai berikut: 

a. Pemeriksa Pertama paling rendah 3 (tiga) angka kredit; 

b. Pemeriksa Muda paling rendah 6 (enam) angka kredit; 

c. Pemeriksa Madya paling rendah 12 (dua belas) angka kredit; dan 

d. Pemeriksa Utama paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit. 

Pasal 16 

Pemeriksa Utama pangkat Pembina utama Golongan ruang IVle, setiap 
2 (dua) tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya wajib 
mengumpulkan paling kurang 60 (enam puluh) angka kredit dari 
kegiatan tugas pokok danlatau pengembangan profesi. 

Pasal 17 

(1) Pemeriksa yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah 
di bidang pemeriksaan, diberikan angka kredit dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian 
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis 
utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; 

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian 
angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis 
utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk 
penulis pembantu; atau 



c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian 

angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk 

penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) 

untuk penulis pembantu. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

paling banyak 3 (tiga) orang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman 

penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur oleh 
lnstansi Pembina. 

BAB VII 

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 18 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap 

Pemeriksa diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh 
kegiatan yang dilakukan dan menyusun laporan angka kredit. 

(2) Setiap Pemeriksa mengusulkan secara hierarki DUPAK setiap 
semester. 

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pemeriksa dilakukan paling 
kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum 
periode kenaikan pangkat PNS. 

Pasal 19 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah: 

a. Sekretaris Jenderal BPK bagi Pemeriksa Madya pangkat 
Pembina golongan ruang IVla sampai dengan Pemeriksa 
Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IVIe; 

b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemeriksa 
Pertama .pangkat Penata Muda golongan ruang Illla sampai 

dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan 
ruang Illld di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan 

c. Kepala Perwakilan BPK bagi Pemeriksa Pertama pangkat 
Penata Muda golongan ruang Illla sampai dengan Pemeriksa 

Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang Illld di 
lingkungan Kantor Perwakilan BPK. 



(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: 

a. Tim Penilai Pemeriksa, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang selanjutnya disebut Tim 

Penilai Pusat; dan 

b. Tim Penilai Pemeriksa, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut Tim Penilai 

Perwakilan. 

Pasal20 

(1) Tim Penilai Pemeriksa terdiri dari unsur teknis yang membidangi 

pemeriksaan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional 

Pemeriksa. 

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pemeriksa, sebagai berikut: 

a. Seorang Ketua merangkap anggota; 

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur 

kepegawaian; dan 

d. Paling kurang 4 (empat) orang sebagai anggota. 

(3) Anggota Tim Penilai Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pemeriksa. 

(4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Pemeriksa, adalah: 

a. menduduki jabatantpangkat paling rendah sama dengan 

jabatanlpangkat Pemeriksa yang dinilai; 

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja 

Pemeriksa; dan 

c. dapat aktif melakukan penilaian. 

(5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa, maka anggota Tim 

Penilai dapat diangkat dari' PNS lain yang memiliki kompetensi 

untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa. 



(1) Apabila Tim Penilai Perwakilan belum dapat dibentuk karena belum 

memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai Pemeriksa yang 
ditentukan, penilaian angka kredit Pemeriksa dapat dimintakan 

kepada Tim Penilai Pusat. 

(2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Perlilai Pemeriksa 
ditetapkan oleh: 

a. Sekretaris Jenderal BPK untuk Tim Penilai Pusat; atau 

b. Kepala Perwakilan BPK untuk Tim Penilai Perwakilan. 

Pasal22 

( I )  Masa jabatan Anggota Tim Penilai Pemeriksa adalah 3 (tiga) tahun 
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai 
Pemeriksa dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat 
diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) 
masa jabatan. 

(3) Dalam ha1 terdapat Anggota Tim Penilai Pemeriksa yang ikut dinilai, 
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai 
Pengganti. 

Pasal23 

Tata kerja Tim Penilai Pemeriksa dan tata cara penilaian angka kredit 
Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK. 

Usul penetapan angka kredit Pemeriksa diajukan oleh: 

a. Pejabat struktural setingkat eselon I kepada Sekretaris Jenderal 
BPK, bagi Pemeriksa Madya pangkat Pembina golongan ruang IVIa 
sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama 
golongan ruang lVle di lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan 
kerja eselon I tersebut. 

b. Pejabat struktural setingkat eselon I, berdasarkan pengajuan dari 
Kepala Perwakilan BPK, kepada Sekretaris Jenderal BPK, bagi 
Pemeriksa Madya pangkat Pembina golongan ruang IVIa sampai 
dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang 
IVIe di lingkungan Kantor Perwakilan BPK pada satuan kerja eselon 
I tersebut. 



c. Pejabat struktural setingkat eselon Ill kepada Kepala Biro SDM, 
bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang 
lllla sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I 
golongan ruang lllld di lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan 
ke rja eselon Ill tersebut. 

d. Pejabat struktural setingkat eselon Ill kepada Kepala Perwakilan 
BPK, bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan 
ruang Illla sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata 
Tingkat I golongan ruang Illld di lingkungan Kantor Perwakilan BPK 
pada satuan kerja eselon Ill tersebut. 

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertirnbangkan 
kenaikan jabatanipangkat Pemeriksa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak 
dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa yang bersangkutan. 

BAB Vl l l 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA 

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan 
dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam 
Jabatan Fungsional Pemeriksa harus rnemenuhi syarat: 

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu I (S1)IDiploma IV, 
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; 

b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang 
I I Ila; 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Perrilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP3) paling rendah bernilai baik dalarn 1 (satu) tahun terakhir; 
dan 

d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan 
Fungsional Pemeriksa. 



(2) Pengangkatan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pengangkatan yang dilakukan untuk rnengisi lowongan 

formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa dari Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS). 

Pasal28 

(1) Di sampirlg persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (I), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perneriksa 

dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional 

Pemeriksa. 

(2) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di 

bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara. 

(3) Pedoman perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi 

Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I), mengikuti ketentuan yang diatur oleh BPK. 

Pasal29 

Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) untuk kebutuhan inpassinglpenyesuaian dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa di Kantor Pusat BPK setiap 

satuan kerja eselon I ditetapkan paling banyak 339 (tiga ratus tiga 

puluh sembilan). 

b. Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa di Kantor Perwakilan BPK 

ditetapkan paling banyak 165 (seratus enam puluh lima). 

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional 

Pemeriksa dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(1) dan Pasal28 ayat (1); 

b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan 

c. memiliki pengalaman pemeriksaan paling kurang 2 (dua) tahun. 



(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jer~jang 
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 

BAB IX 

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALl DAN 
PEMBERHENTIAN DARl JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA 

(1) Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang lllla 
sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Perr~bina Utama Madya 
golongan ruang IVld, dibebaskan sementara dari jabatannya 
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki 
jabatanlpangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
paling rendah yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat 
lebih tinggi. 

(2) Pemeriksa Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang 
lVle dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam 2 (dua) 
tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya tidak dapat 
mengumpulkan paling kurang 60 (enam puluh) angka kredit yang 
berasal dari kegiatan pemeriksaan danlatau pengembangan 
profesi. 

(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), Pemeriksa juga dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila: 

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat 
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 
(tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah; 

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; 

c. memperoleh penugasan secara penuh di luar Jabatan 
Fungsional Pemeriksa; 

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk 
persalinan ke empat dan seterusnya; atau 

e. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 
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(1) Pemeriksa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan 
Iugas sesuai jenjang jabatan yang baru. 

(2) Penllaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai 
dengan jabatan yang baru. 

(1) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat ( Z ) ,  
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa apabila 
telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan. 

(2) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf d, 
dan huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional 
Pemeriksa. 

(3) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam 
Jabatan Fungsional Pemeriksa, apabila berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan 
tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan. 

(4) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kernbali dalam 
Jabatan Fungsional Pemeriksa, apabila paling kurang 4 (empat) 
tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan terakhir yang 
didudukinya. 

Pasal34 

Pemeriksa diberhentikan dari jabatannya, apabila: 

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara 
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I), 
tidak dapat mengumpulkan .angka kredit yang disyaratkan untuk 
kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi; 

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara 
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), 
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau 

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pernindahan 
dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 



BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal35 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, lenjang Jabatan 
Fungsional Auditor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini 
disesuaikan dengan jer~jang Jabatan Fungsional Pemeriksa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini, paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana 
Lanjutan, dan Auditor Ahli Pettama menjadi Pemeriksa 
Pertama; 

b. Jabatan Fungsional Auditor Penyelia dan Auditor Ahli Muda 
menjadi Pemeriksa Muda; 

c. Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya menjadi Pemeriksa 
Madya; dan 

d. Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama menjadi Pemeriksa 
Utama. 

(2) Angka kredit yang dimiliki oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan sebesar angka kredit yang telah 
diperolehnya. 

(3) Pangkat dan golongan ruang Pemeriksa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan pangkat dan golongan ruang terakhir 
yang dimiliki. 

(4) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
oleh lnstansi Pembina. 

Pasal36 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri 
ini telah dan masih melaksanakan tugas sebagai pejabat struktural 
eselon IV di bidang tugas pemeriksaan berdasarkan keputusan 
pejabat yang berwenang, dapat disesuaikanldiinpassing dalam 
Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan ketentuan: 

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (Sl)/Diploma IV; 

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang 
Illtb; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP3) paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun 
terakhir. 



(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam Jabatan 
Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri 
Ini. 

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V 
Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa 
penyesuaianlinpassing. 

Pasal 37 

(1) Bagi Auditor yang sedang mengajukan penetapan angka kredit 
untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, ditetapkan 
sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor 
dan Angka Kreditnya. 

(2) Bagi Auditor yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan 
sedang menjalani pembebasan sementara dapat diangkat dalam 
Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan angka kredit terakhir yang 
dimiliki dan dapat ditambah dengan perolehan angka kredit selama 
melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional 
Pemeriksa. 

Pasal38 

(1) Pemeriksa Pertama yang penyesuaian jabatannya berasal dari 
Auditor Pelaksana melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini. 

(2) Pemeriksa Pertama yang penyesuaian jabatannya berasal dari 
Auditor Pelaksana Lanjutan melaksanakan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri ini. 

(3) Pemeriksa Muda yang penyesuaian jabatannya berasal dari Auditor 
Penyelia melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 Peraturan Menteri ini. 

(4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk 
kenaikan jabatanlpangkat Pemeriksa Pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran VII Peraturan Menteri ini. 

(5) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) apabila: 

a. memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)l Diploma IV, 
disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal7 ayat (2) Peraturan Menteri ini. 

b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda golongan ruang 
Illla, disesuaikan dengan jenjang jabatanlpangkat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 
Menteri ini. 



(1) Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 ayat (13, ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki ijazah 

Sarjana Strata Satu (S1)lDiploma IV paling lambat pada akhir tahun 

2016. 

(2) Apabila Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu 

(S1)IDiploma IV, maka Pemeriksa yang bersangkutan diberikan 

angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari angka 

kredit kumulatif yang telah dimiliki yang berasal dari kegiatan diklat, 

pemeriksaan, dan pengembangan profesi ditarr~bah angka kredit 

ijazah Sarjana Strata Satu (S1)lDiploma IV dengan tidak 

memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang, sesuai pada 

Lampiran VII Peraturan Menteri ini. 

(3) Apabila sampai dengan akhir tahun 2016 Pemeriksa Pertama dan 

Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)lDiploma IV, maka 

Pemeriksa tersebut tetap menjalankan tugas pemeriksaan sesuai 

jenjang jabatannya. 

(4) Jenjang jabatanlpangkat Pemeriksa yang belum memperoleh ijazah 

Sarjana Strata Satu (S1)lDiploma IV, paling tinggi jenjang jabatan 

Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang Illld. 

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pemeriksa Pertama 

yang penyesuaiannya berasal dari Auditor Pelaksana adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemeriksa di 

lingkungan Kantor Pusat BPK; atau 

b. Kepala Perwakilan bagi Pemeriksa di lingkungan Kantor Perwakilan 

BPK. 

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dibantu oleh T m  Penilai 

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan 

hun~f b. 



Usul penetapan angka kredit Pemeriksa Pertama yang penyesuaiannya 

berasal dari Auditor Pelaksana diajukan oleh: 

e. Pejabat struktural setingkat eselon Ill kepada Kepala Biro SDM di 
lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan kerja eselon Ill tersebut. 

b. Pejabat struktural setingkat eselon Ill kepada Kepala Perwakilan 
BPK di lingkungan Kantor Perwakilan BPK pada satuan kerja 
eselon Ill tersebut. 

BAB XI 

PENUTUP 

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Sekretaris 
Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal44 

Pada saat beriakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang 
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sepanjang telah diatur 
dalam Peraturan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal45 

Peraturan Mknteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 September 201 0 

MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

\ DAN REFORMASI BIROKRASI, 



LMWlRAN i : PERATURAN MENTERl NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR 17 TAHUN 2010 

TANGGAL : 2 September 2010 

RlNClAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA 

A Pendidikan Sekolah untuk I Memperoleh IjuahlGelar 

Fungolonal dl Bidang 
Pemerlksaan Serta Memperoleh 
Surat Tanda Tamat dan Pelatlhan 
(STTPP) atau Sertifikat 

/I l~arjana Strata Tiga (S3) 1 ljazah I 200 I. Semua jenjang 
r 

2 l~arjana Strata Dua (S2) ljazah 150 Semua jeniann 
I - - - -  

3 Sarjana Stra$ Satu (Sl)!Diiploma IV ljazah 100 Semua jenjang 

1 Mengikuti Diklal Jababn Fungsianal Pemeriksa Sertifikat Tanda Lulus 6 Semua jenjang 
1 1 l~engikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemerlksaan I 1 I I 

r~endidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Peran: 1 I I I 

a 

b 

c. 

d 

e 

f 

lamanya lebih dari 960 jam 

larnanya antara 641 - 960 jam 

lamanya antara 481 - 640 jam 

lamanya antara 161 - 480 jam 

bmanya antara 81 - 160 jam 

lamnya anbra 30 - 8(1 jam 

Ketua Tim Senior (KTS) I Sertifikat 

a 

b 

d Ketua Tim Yunior (KTY) I I I  

Sertifikat Tanda Lulus 

Sertifikat Tanda Lulus 

Sertifikat Tanda Lulus 

Sertifikat Tanda Luius 

Sertifikat Tanda Lulus 

Sertifikat Tanda Lulus 

I 1. 

Pengendali Mutu (PM) 

I Sertifikat 

Sertifikat 

: I 

Pengendali Teknis (PT) 

Pemeriksa 
lPertama/PernaUra 7 Muda 

15 

9 

6 

3 

2 

1 

e Anggota Tim Senior (ATS) I I I Sertifikat 

Semua jenjang 

Semua jenjang 

Semua jenjang 

Smua jenjang 

Semm jenjang 

Semua jenjang 

l2 

Sertifikat 

1 I PertanralPemeriksa Muda I Pemenksa 

Pemeriksa 
MadyaIPemeriksa Urarna 

9 Pemeriksa 
MudalPemeriksa Madya 

C 

i 
LY 

Pendidikan dan Pelatihan 
Prajabahn 

I I 

Pendidikan den Pdatihan pmjabatan gobngm Ill Sertifikat Tanda Lulus 2 Smua janjang 







Pemeriksa Pertama 

Mdakmnaken tugas-tugas dengan komplaksilos Cnggl dal 

Pemeriksa Muda 

Pemeriksa Madya 

Pemeriksa Madya 



Pemeriksa Utama 

Pemeriksa Muda 

Pemm'ksa Muda 





keplalan pmaparan 

Langsungnya dan Makalah 

P2, dan laporan kegiatan 



njadl anggota Tim Penilai Angka Wit  Pemerba 

unrn Modul ddam 

Surat Keputusan pengangkatan 
penguruslanggola dalam 





-. . 
LAMP. .V I1 PERATURAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR 17 TAHUN 2010 
TANGGAL : 2 September 2010 

KOMPOSlSl JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 
PEMERIKSA DENGAN PENDlDlKAN SARJANA (S1)IDIPLOMA IV 

MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 
1 

NO. 

1 

2 

PERSENTASE 

2 80% 

5 20% 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

A. Pendidikan : 
a). Pendidikan Sekolah 
b). Diklat 

8. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan 
C. Perencanaan Pemeriksaan 
D. Pelaksanaan Pemeriksaan 
E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan 
F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeliksaan 
G. Evaluasi Pemeriksaan 
H. Pemantauan Kerugian NegaraIDaerah 
I. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas 
Pemeri ksa 

J U M L A H  

JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 

IVId 

, 100  

600 

- .. 

150 

850 

PEMERIKSA 

Illla 

100 

100 

UTAMA 

IVIe 

1 00 

760 

1 90 

1050 

PERTAMA 

Illlb 

100 

40 

10 

150 

Illlc 

100 

80 

20 

200 

IVIc 

100 

480 

120 

700 

lVIa 

100 

240 

60 

400 

MUDA 

lllld 

100 

160 

40 

300 

MADYA 

IVIb 

100 

360 

90 

550 



- v 

LAMPlFwN Ill : PERATURAN MENTERI NEGARA .. 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEG& 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR 17 TAHUN 201 0 
TANGGAL : 2 September 201 0 

KOMPOSlSl JUMLAH ANGKA KREDlT KUMULATIF PALING RENDAH 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

PEMERIKSA DENGAN PENDlDlKAN PASCA SARJANA (SZ) 

MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARAmNEGm 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
1 

t- 

NO. 

1 

2 

U N S U R  

UNSURUTAMA 
A. Pendidikan : 

a). Pendidikan Sekolah - 
b). Diktat 

B. Penyusunan Rencana Keja Pemeriksaan 
C. Perencanaan Pemeriksaan 
D. Pelaksanaan Pemeriksaan 
E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan 
F. Pemantauan lindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
G. Evalwsi Pemeriksaan 
H. Pemantauan Kerugian NegaraIDaerah 
I. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas 
Pemeriksa 

J U M L A H  

PERSENTASE 

2 80% 

5 20% 

JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDlT 

. PERTAMA 
llllb 

150 

150 

, - 

. lVld 

. 150-. 

560 

140 

850 

PEMERIKSA 
WTAMA 

lVle 

- 150 

720 

180 

1050 

IVla 

150 

200 

50 

400 

llllc 

150 

40 

10 

200 

MUDA 
lllld 

150 

120 

30 

300 

MADYA 
lVlb 

150 

320 

80 

550 

lVlc . , 

150, * ,  

440 

110 

700 



LAMI-dAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR 17 TAHUN 2010 
TANGGAL : 2 September 201 0 

KOMPOSlSl JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

PEMERIKSA DENGAN PENDlDlKAN DOKTOR (S3) 

MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR MEE;AFGA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
I 

U N S U R  PERSENTASE 

2 

A. P e n d i i n  

a). Pendidikan Sekolah 
b). Diklat 

B. Penyusunan Rencana Keja Pemeriksaan 
C. Perencanaan Pemeriksaan 
D. Pelaksamn Pemeriksaan 
E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan 
F. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 
G. Evaluasi Pemeriksaan 
H. Pemantauan Kerugian NegaraJDaerah 

I. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas 

Perneriksa 
J U M L A H  

2 80% 

5 20% 

200 

200 

300 

200 

80 

20 

400 

200 

160 

40 

550 

200 

280 

70 

700 

200 

400 

100 

850 1050 

200 

520 

130 

.a0 

680 

YW- 

170 



LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERl NEGARA 

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 

DAN REFORMASI BlROKRASl 

NOMOR 17 TAHUN 201 0 
TANGGAL : 2 September 201 0 

ANGKA KREDIT KUMULATIF 
UNTUK PENYESUAIANIINPASSING BAG1 JABATAN FUNGSIONAL TINGKAT AHLl 

MENTERl NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEWRA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
I 

2 

3 

4 

5 

I l l/c 

Ill/d 

IV/a 

IV/b 

PASCA SARJANA (52) 
SARJANA (S ly  D 1V 

PASCA SARJANA (S2) 
DOKTOR (S3) 

SARJANA (S1 )I D IV 
PASCA SARJANA (52) 

DOKTOR (S3) 
SARJANA (S1 )/ D IV 

PASCA SARJANA (S2) 
DOKTOR (S3) 

SARJANA (S 1 )/ D IV 
PASCA SARJANA (S2) 

DOKTOR (S3) 

150 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
400 
400 
400 
550 
550 
550 

166 
224 
226 
228 
322 
325 
327 
434 
437 
440 
584 
587 
590 

177 
247 
249 
25 1 

345 
347 
349 
468 
47 1 
474 
618 

621 
624 

188 
271 
273 
275 
368 
370 
372 
502 
505 
508 
652 
655 
658 

199 
294 
296 
298 
39 1 
393 
395 
536 
539 
542 
686 

689 

692 



LAMPIt 4 VI: PERATURAN MENTERl NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 

NOMOR 17 TAHUN 201 0 
TANGGAL : 2 September 2010 

RlNClAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDJT JABATAN FUNGSJONAL PEMERJKSA GOLONGAN II 

PertamaIPemeriksa 

proposal pemeriksaan file Pemeriksa Pertama 

4 Mengumpulkan data dahm rangka penyusunan RKP 
Data 0.04 Pemeriksa Pertama 

5 Mengumpulkan data dabm rangka penyusunan revisi 
RKP Data 0.02 Pemeriksa Pertama 

6 Mengumpukan data dalam rangka penyusunan t m  
pemeriksaan Data 0.072 Pemeriksa Pertama 

- 

7 Mengumpulkan data dabm nngka penyusunan proposal 
pemerilcJaan Data W5 Pemeriksa Pertama - 



LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR : 
TANGGAL : 

RlNClAN KEGlATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA GOLONGAN II 

. . 

Bidang Pemerikrun Serb Momperdoh 
Surat T a d  Tamat dm Pelatihan 
(SlTPP) atau SertKkilt 

Perneriksa Penarna 

Pemriksa Pertama 

Pemeriksa Pertama 

Pameriksa Perlama 

Pemeriksa Pertarna 

4 

' 5 

' 6  

7 

Wngumpulkan data dalarn rangka psnyurunan RKP 

Mengumpulkan data W r n  nngh peqwmm rmrili RKP 

M e n g u m p W a n d s t . ~ m r s n @ a ~ t e m a  - 
Mmgmpulkan data d.lom rangka penyuwnur pmposal 

Data 

Data 

Data 

Data 

0.04 

0,02 

0,072 

0,M 







draRlpedmaWrnodul!Ta(wa yang berkaitsn dengan tugas 

dengan transfer of knowledge s e e n  internal Langsungnya dan Makalah 

SP2, dan laporan kegiatan 

juknis pemerlksaan 



penyelenggara, jadwal mengajar, 
dan SPZnnsbuksi Dinas 

Tanda paserta, sertifikat, dan SP2 



MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
\ 



- 'w 

AMPIRAN V11: PERATURAN MENTERI MEG- .. 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 0 

NOMOR 17 TAHUN 2010 
TANGGAL : 2 September 2010 

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANlPANGKAT 

PEMERIKSA DENGAN PENDlDlKAN SARJANA MUDAJDIPLOMA Ill 

MENTERl NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 

NO. 

1 

2 

- - - - - - - 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

A. Pendidikan : 
a). Pendidikan Sekolah 
b). Diklat 

8. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan 
C. Perencanaan Pemeriksaan 
D. Pelaksanaan Pemeriksaan 
E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan 
F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
G. Evaluasi Pemeriksaan 
H. Pemantauan Kerugian NegaraIDaerah 
I. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegiatan yang rnendukung pelaksanaan tugas 
Pemeriksa 

PERSENTASE 

2 80% 

S 20% 

JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 
DARl 

PENYELIA 
- 

PELAKSANA 

llllc 

60 

112 

28 

200 

PEMERIKSA YANG BERASAL 

PELAKSANALANJUTAN 

lllc 

60 

60 

llUd 

60 

192 

48 

300 

llUa 

60 

32 

8 

100 

llld 

60 

16 

4 

80 

llllb 

60 

72 

18 

150 


